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Abstract

Although marriage dispensation has been widely examined in Islamic family law
research, studies specifically analysing judges’ considerations in marriage dispensation
cases involving pregnancy outside martiage from the perspective of maslahah mursalah
remain limited, particularly regarding Sawahlunto Religious Court Decision Number
25/Pdt.P/2025/PA.SWL. This study aimed to analyse the judge’s considerations in
granting a marriage dispensation application due to pregnancy outside marriage as an
urgent reason and to assess the conformity of these considerations with the principle of
maslahah mursalah. This study employed a qualitative approach with a case study design
and field research. The research informant was a judge of the Sawahlunto Religious
Court selected using purposive sampling. Data were collected through observations,
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semi-structured interviews, and a documentation study of the court decision and were
subsequently analysed through the stages of data reduction, data presentation, and
conclusion drawing. The results showed that the judge’s considerations were based on
positive law provisions, facts presented during the proceedings, evidence, and the
circumstances of the applicants. Pregnancy outside marriage was regarded as an urgent
reason to prevent greater harm. From the perspective of maslahah mursalah, the decision
was oriented towards protecting lineage and honour and ensuring legal certainty for the
patties. This study confirms that the application of waslahah mursalah can serve as a
substantive basis for considering benefits and preventing harm in marriage dispensation
cases. These findings provide a theoretical contribution to the development of Islamic
Family Law studies and practical implications for Religious Court judges in formulating
legal considerations oriented towards protecting the parties. Future research may
conduct comparative studies of marriage dispensation decisions across different
Religious Courts.

Keywords: Marriage Dispensation; Pregnancy Outside Martiage; Masiahah Mursalab,
Religious Court; Judge’s Considerations

Abstrak: Meskipun dispensasi kawin telah banyak dikaji dalam penelitian hukum keluarga Islam,
kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin akibat
kehamilan di luar nikah berdasarkan perspektif maslahalh mursalah masih terbatas, terutama pada
Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena
kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut
dengan prinsip masiahab mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus dan jenis penelitian lapangan. Informan penelitian terdiri atas hakim Pengadilan Agama
Sawahlunto yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan hukum positif, fakta
persidangan, alat bukti, dan kondisi para pemohon. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai alasan
mendesak untuk mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar. Berdasarkan perspektif
maslahab mursalah, putusan tersebut berorientasi pada petlindungan keturunan, kehormatan, dan
kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan maslahah mursalah
dapat menjadi landasan substantif dalam mempertimbangkan kemanfaatan dan pencegahan
kemudaratan pada perkara dispensasi kawin. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi
pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta implikasi praktis bagi hakim Pengadilan Agama
dalam merumuskan pertimbangan hukum yang berorientasi pada perlindungan para pihak. Penelitian
selanjutnya dapat melakukan kajian komparatif terhadap putusan dispensasi kawin di berbagai
Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Kehamilan di Luar Nikah; Mas/ahah Mursalah; Pengadilan Agama;
Pertimbangan Hakim
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PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis
dan sejahtera sesuai dengan ketentuan hukum negara maupun syariat Islam. Melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah menetapkan batas usia minimum perkawinan
menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, permohonan dispensasi
kawin masih banyak diajukan ke Pengadilan Agama, terutama karena kehamilan di luar nikah
yang dijadikan sebagai alasan mendesak. Fenomena ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin
tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan anak,
kemaslahatan keluarga, dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan (Herviani et
al., 2022; Nurhadi, 2022; Umam & Widyasari, 2023). Berdasarkan data Pengadilan Agama
Sawahlunto, selama periode 2023-2025 terdapat 45 perkara dispensasi kawin, dengan
beberapa perkara diajukan karena kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa perkara dispensasi kawin masih menjadi persoalan hukum yang relevan untuk dikaji.

Menurut peneliti, pemberian dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah harus
dipertimbangkan secara komprehensif dengan memperhatikan ketentuan hukum positif
sekaligus tujuan syariat Islam. Hakim dituntut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan
syarat formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan
mudarat yang akan timbul dari putusan yang dijatuhkan. Konsep Mashlahah Mursalah
menjelaskan bahwa suatu kebijakan hukum dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan
kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat (Ramli, 2021; Hallaq,
2022).

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Herviani
et al. (2022) mengkaji pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah berdasarkan
teoti sistem hukum, sedangkan Umam dan Widyasari (2023) menelaah dispensasi nikah dari
perspektif Sadd al Dhari'ah. Penelitian lain oleh Nurhadi (2022) menitikberatkan pada
penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Selain itu,
dalam tinjauan pustaka skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian Muhammad Farhan Putra
mengkaji kriteria alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin, sedangkan Mutia Rahma
Fitri menganalisis dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Padang Panjang. Akan
tetapl, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan

Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL mengenai dispensasi kawin karena
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kehamilan di luar nikah menggunakan perspektif Mashlahah Mursalah. Dengan demikian,

masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan
Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/PdtP/2025/PA.SWL dengan menggunakan
teoti Mashlahah Mursalah sebagai landasan utama. Pendekatan tersebut digunakan untuk
menilai apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al syari’ab),
khususnya dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan para pihak (Kamali,

2020; Ramli, 2021; Auda, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor
25/Pdt.P/2025/PA.SWL tentang dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah sebagai
alasan mendesak serta menganalisis putusan tersebut dari perspektif Mashlahah Mursalab.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian
Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan akademisi dalam

memahami penerapan konsep kemaslahatan pada perkara dispensasi kawin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan gualitative research dengan jenis field research
(penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami
secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto
Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL mengenai dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah
sebagai alasan mendesak serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Mashlahah Mursalab.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif
terthadap fakta hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan prinsip kemaslahatan dalam

praktik peradilan (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2023).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), dengan fokus pada
analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL. Desain
ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam proses pertimbangan
hakim berdasarkan ketentuan hukum positif dan teori Mashlahah Mursalah dalam konteks
perkara tertentu. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis melalui pengkajian data lapangan
yang dipadukan dengan dokumen hukum dan literatur ilmiah (Yin, 2018; Merriam & Tisdell,
2010).
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Partisipan penelitian terdiri atas hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang
menangani perkara dispensasi kawin sebagai informan utama. Pemilihan informan
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan,
pengalaman, dan kewenangan sesuai dengan fokus penelitian. Selain data primer dari
informan, penelitian juga menggunakan dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-
undangan, serta literatur yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan Mashlahah Mursalah

sebagai sumber data sekunder.

Instrumen penelitian adalah peneliti sebagai buman instrument yang didukung dengan
pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi awal di Pengadilan Agama Sawahlunto, wawancara sewz structured dengan
hakim, serta studi dokumentasi terhadap Putusan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL,
peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Untuk menjamin
kredibilitas data, peneliti melakukan #riangulation terhadap hasil wawancara, dokumen, dan
kajian pustaka sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan
(Miles et al., 2014; Creswell & Poth, 2018).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan
menghubungkan hasil wawancara, dokumen putusan, dan teoti Mashlahah Mursalah untuk
menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Analisis tersebut
bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip
kemaslahatan dalam hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia (Miles et al.,

2014; Saldafia, 2021; Sugiyono, 2023).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan
Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/PdtP/2025/PA.SWL didasatkan pada
pemeriksaan terhadap identitas para pihak, kelengkapan alat bukti, keterangan saksi, serta
kondisi faktual yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin. Fakta persidangan
menunjukkan bahwa salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sementara permohonan diajukan

karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah.
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Selain mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim juga
memperhatikan kondisi sosial para pihak serta kemungkinan timbulnya dampak yang lebih
besar apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan. Berdasarkan hasil wawancara dan
dokumentasi yang dilakukan peneliti, pertimbangan tersebut menjadi dasar hakim dalam

menetapkan bahwa permohonan dispensasi kawin layak untuk dikabulkan.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin masih terjadi
secara berkelanjutan di Pengadilan Agama Sawahlunto selama tiga tahun terakhir. Jumlah
perkara yang diterima mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun alasan kehamilan
di luar nikah masih menjadi salah satu penyebab utama diajukannya permohonan dispensasi

kawin.

Tabel 1. Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2023-

2025
Jumlah . . Tidak Dapat . Karena
Tahun Perkara Dikabulkan | Ditolak Diterima Digugurkan Hamil
2023 23 17 4 2 0 7
2024 12 9 2 0 1 5
2025 10 8 1 1 0 5

Sumber: Pengadilan Agama Sawablunto Tabun 2025.
Tabel 1 menunjukkan bahwa pada periode 2023-2025 terdapat 45 perkara dispensasi

kawin yang diterima Pengadilan Agama Sawahlunto. Tahun 2023 merupakan jumlah perkara
tertinggi, yaitu 23 perkara, kemudian menurun menjadi 12 perkara pada tahun 2024 dan 10
perkara pada tahun 2025. Sebagian besar permohonan diputus dengan amar dikabulkan,

sedangkan sebagian kecil ditolak, tidak dapat diterima, atau digugurkan.

Hasil dokumentasi tethadap Putusan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL
menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena menilai
keadaan para pemohon memenuhi alasan mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam
ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang
menunjukkan adanya kehamilan di luar nikah sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap

status perkawinan para pemohon.

Meskipun mayoritas permohonan dispensasi kawin pada periode penelitian
dikabulkan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa perkara yang tidak mengikuti
pola tersebut. Pada tahun 2023 terdapat empat permohonan yang ditolak dan dua perkara
dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, pada tahun 2024 terdapat dua perkara ditolak

dan satu perkara digugurkan, sedangkan pada tahun 2025 terdapat satu perkara ditolak dan
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satu perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Data ini menunjukkan bahwa tidak seluruh
permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Sawahlunto memenuhi

persyaratan hukum untuk dikabulkan.

Selain itu, tidak seluruh permohonan dispensasi kawin diajukan karena kehamilan di
luar nikah. Data perkara memperlihatkan bahwa jumlah permohonan dengan alasan
kehamilan lebih sedikit dibandingkan total perkara yang diterima setiap tahunnya. Dengan
demikian, terdapat faktor-faktor lain di luar kehamilan yang juga menjadi dasar pengajuan

dispensasi kawin, meskipun tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan
Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL tidak hanya didasarkan
pada pemenuhan ketentuan hukum positif mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga
mempertimbangkan kondisi faktual para pemohon, khususnya kehamilan di luar nikah
sebagai alasan mendesak. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam
menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap kepentingan para pihak,
terutama calon ibu, anak yang akan dilahirkan, dan keluarga. Dengan demikian, tujuan
penelitian untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin dapat
dijelaskan melalui adanya kombinasi antara aspek normatif dan aspek sosiologis dalam proses

pengambilan putusan.

Ditinjau dari perspektif Mashlahah Mursalah, putusan hakim menunjukkan orientasi
pada pencapaian kemaslahatan dengan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dalam
konteks perkara ini, pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai langkah hukum untuk
memberikan kepastian status hukum bagi calon anak, menjaga kehormatan keluarga, serta
meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah. Oleh
karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara
formal, tetapi juga memperhatikan tujuan syatiat (magqasid al syari’ah), khususnya perlindungan

terthadap keturunan (hifz al nasl) dan kehormatan (hifz al %rd).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Herviani et al. (2022) yang
menyatakan bahwa hakim dalam perkara dispensasi kawin mempertimbangkan aspek yuridis,
sosiologis, dan kemanfaatan hukum secara bersamaan. Hasil penelitian ini juga mendukung

temuan Nurhadi (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019
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memberikan ruang bagi hakim untuk menilai alasan mendesak berdasarkan fakta yang

terungkap di persidangan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Umam dan
Widyasari (2023) yang lebih menitikberatkan analisis dispensasi kawin melalui pendekatan
Sadd al Dhari'ah. Penelitian ini justru menempatkan Mashlahah Mursalah sebagai perspektif
utama dalam menilai dasar pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini
memperluas kajian mengenai dispensasi kawin melalui analisis terhadap putusan konkret di
Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga memberikan gambaran yang lebih spesifik

mengenai penerapan konsep kemaslahatan dalam praktik peradilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperkuat penerapan
teori Mashlahah Mursalah dalam analisis putusan dispensasi kawin di lingkungan Peradilan
Agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan tidak hanya bersifat
teoritis, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara yang menyangkut
kepentingan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin agar tidak hanya berorientasi pada
aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum dan
kemaslahatan para pihak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan
mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam mengembangkan kajian mengenai dispensasi
kawin, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah dan penerapan prinsip

Mashlahah Mursalah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya berfokus pada satu
putusan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL,
sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik pertimbangan
hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama lainnya; 2) Informan penelitian
terbatas pada hakim yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga perspektif dari pihak
lain, seperti pemohon atau aparat pendukung peradilan, belum menjadi bagian dari analisis;
3) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, sehingga hasil
penelitian lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks perkara daripada
melakukan generalisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji beberapa
putusan dari berbagai Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan komparatif agar
diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam perkara

dispensasi kawin.

5590 AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora




Diva Chairunisa Ridwan & Rahmiati

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan
Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL mengenai dispensasi kawin
karena kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak serta meninjaunya dari perspektif
Mashlahah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan
pada ketentuan hukum positif, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang
diajukan, serta kondisi konkret para pemohon. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai
keadaan yang memerlukan penyelesaian hukum untuk menghindari dampak yang lebih besar,
sehingga permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Ditinjau dari perspektif Mashlahah
Mursalah, putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui
perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan kepastian hukum bagi para pihak,

sehingga tujuan penelitian telah tercapai.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum
Keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan konsep Mashlahah Mursalah dalam
pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin. Secara teoritis, penelitian ini
memperkuat pemahaman bahwa konsep kemaslahatan dapat digunakan sebagai landasan
analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara keluarga. Secara metodologis,
penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai proses pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan dan
ketentuan hukum yang berlaku. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi
bagi hakim, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami penerapan prinsip kemaslahatan
pada penyelesaian perkara dispensasi kawin, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan di

luar nikah.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan
untuk memperluas objek kajian dengan menganalisis beberapa putusan dispensasi kawin dari
berbagai Pengadilan Agama schingga dapat dilakukan perbandingan mengenai pola
pertimbangan hakim. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan perspektif analisis
dengan mengintegrasikan teori zagqasid al syari’ab, petlindungan anak, atau pendekatan hukum
progresif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dispensasi kawin di
Indonesia. Selain itu, penelitian yang melibatkan lebih banyak informan, seperti pemohon,

panitera, maupun aparat peradilan lainnya, diharapkan mampu memberikan gambaran yang
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lebih menyeluruh mengenai proses pemeriksaan dan pertimbangan dalam perkara dispensasi

kawin.
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